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PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPAERAH
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

hahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakaten agar berdaya guna dan berhasil guna
sacara effektif dan efisien perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan
beberapa perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang
sasuai dengan Peraturan Pemerintah MNomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

hahwa agar lercapai maksud tersebut diatas, periu ditinjau dan
disempurnakan iagi Peraturan Daerah Kote padang Nomor 2 Tahun 2001
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi
Sekretariat Daerah.

Undang-Undang Nomor @ Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lemmbaran Negara Tahun 1956 Nomar 20);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041) sebagaimana telah diubsh dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 199¢ (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 162, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1599 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomaor 3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tehun 1999 tentang Perimbangan keuengan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tehun 1899
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Padang (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomoer 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pamarintal dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Gtonom (Lambaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lLembaran Negara Nomor

3952);
|
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" 7 peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaren Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
| embaran Negara Nomor 4262);

§ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4263);

9. Keputusan Menteri Dalam Negerl dan Otonom| Daerah Nomor 22 Tanhun
2001 tentang Bentuk Praduk-Produk Hukum Daeran;

10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menter!
Dalam Negeri Nomor 01/SK8/01.PANf4/2003 Nomor 17 Tahun 2003
tenteng Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomar 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil:

14 Daraturar Daerzh Kotz Padeng Nomor, 08 Tahun 2004 tentang
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetepkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH.

BAD I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalaeh Kota Padang;

2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerahselanjutnya disebut DPRD adalah DPRD
Kota Padang;

Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Barat;

Walikota adalah Walikota Padang;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;

perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pade Pemerintzhan Daerah
Kota Padang yang bertanggungjawab kepada Walixota dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Pclisi Pamong

Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretarlat Daerah Kota Padang;

9, Eselon adalah tingkatan jabatan structural;

10, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut
Baperjakat acdalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan
nertimbangan dalem pengangkatan dan pemberhentizn pejabat dalam
jabatan struktural;

11. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang;
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17. Asset Daerah adalah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai
Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBD serta perciehan
lain yang sah;

13. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang
berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk
hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya,

BAB II
PEMSENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daeran.
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3
Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Wallkete yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
herada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan
tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisas! can tatalaksana serta
memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebageimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Daerah
mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Permerintah Daerah;
b. penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sdrang can prasarana Pemerintahan

Daerah;
d. pelaksanaan tugas lzin yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Keempat
Susunan QGrganisasi
Pasal 5
(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah;

h. Asisten Tata Praja,;
e, Asisten Ekonoml, Pambangunan dan Kesejahtaeraan Rakyat;

d. Asisten Administresi.
(2) Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sexrefaris Daerah,
(3) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud dalem ayat (1) membawahi Bagian - Bagian :
a. Asisten Tata Praja membawahi
1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :



D) Sub Bagizn oins rerengrat Uasrah Kecamatan dan Kelurahan;
¢) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
2, Bagian Hukum, terdir! dari :
a) Sub Bagian Perundang-undangan;
0) Sub Bagian Bantuan Hukum:
¢) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
3. Bagian Pertanahan, terdiri darj :

a) 5Sub Bagian Administrasi Pertanahan:
Sub Bagian Ganti Rugi Tanah;

¢) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan.

4. Baglan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda can Olah Raga terdiri dari :
a) Sub Bagian Bina Pemberdayaan Perempuan;
b) Sub Bagian Bina Pemuda:
¢) Sub Bagian Bina Clah Raga.

0. Asisten Ekonomi, Pembangunan den Kasejahtoraan Rakyat membawah! |
1. Bagian Pembanqunan, terdiri dari :

2) 5Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan;
j b) Sut Bagian Pengendalian:
| ¢, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Z. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
a) Sub Bagian Bina Produksi Daerah:
b) Sub Bagian Bina Sarana Prasarana Perekonomian;
¢) Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah,

3. Bagien Bina Sosial, terdiri dari :
a, Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan;
b) Sub Bagian Bina Kesejahterazn Sosial dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat:
¢) Sub Bagian Bina Pendidikan dun Kebudayaan,

4. Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama, terdiri dari :
a) Sub Bagian Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal;
b) Sub Bagian Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal;
¢) Sub Bagian Kerjasama.

¢, Asisten Administrasi membawahi :

1. Bagian Keuangan, terdiri dari :
a) Sub Bagian Anggaran;
b) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
¢) Sub Bagian Perbendaharaan,

2. Bagian Umum, terdirl dari
a) Sub Bagian Rumah Tangga;




b) Sub Bagian Umum dan Pratokol;

¢) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
3. Bagian Organisesi, terdiri dari :

a) Sub Bagian Kelembagaan:

b) Sub Bagian Keltatalaksanaan;

€) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Fendayagunaan Aparatur.
4. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerzh, terdiri darj :

a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Fengadaan;

0) Sub Bagian Asat Daerah:

€) Sub Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan,

(4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepade Asisten,

(5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

b) Pzda Sekretariat Daerah dibentuk Kelompak Jabatan Fungsional,

(
(7) Bagan susunan crganisasi Sekretariat Dasrah sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Daerah ini,

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

Bagian Pertama
Paragrar 1
Asisten Sekretaris Daerah
Kedudukan

Pasal &

(1) Asisten Sekretaris Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah.

(2) Asisten Sekretaris Daerah berada dibawah dan bertanggungiawab langsung kepada e
sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Tata Praja
Pasal 7

(1) Asisten Tata Praja mempunyai tugas pokok membantu Sekrtaris Daerah dalam melaksanakan
serta mengkoardinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, hukum, X
pertanahan, pengembangan ctonomi daerah, pemberdayaan perampuan, pemuda dan olah
raga.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Asisten Tata
Praja mempunyai fungsi ;

a. pengkoordinasian kebijakan pemerintahan, hukum, pertanahan, kependudukan, keluarga ol
berencana dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat,
satuan pelisi pameng praja, komunikasi dan informasi, pemberdayaan perempuan,
pemuda dan clah raga:

b. penyelenggarasn administrasi pemerintahan, hukum, pertanghan, kependudukan,
Keluarga berencana dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan
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(1)

(1)

(2)

(1)

masyarakel, satuan polisi pamong praja, komunikasi dan informasi, pemberdayaan
perempuan, pemuda dan olah raga;

C. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Paragraf 3
Tugas Poxaok dan Fungsi Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 8

Asisten Ekonomi, Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok
membantu  Sexretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, dan
melaksanakan pembinaan pembangunan, perekonomian daerah, kesejahteraan rakyat
penanaman modz! dan kerjasama.

Dalam Erwenyelenggarakaﬂ tugas pokok sebagaimana dimaksud dslam ayel (1), Asisten
Ekonomi, Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi ;

a. pengﬁﬂnminaaian perumusan administrasi kebijakan pesmbangunan dan petunjuk teknis
pembinaan untuk peningkatan produksi, pertambangan dan energi dan pembangunan
sarana dan prasaranea daergh, penanaman madal dan kerjasama:

b. pengi_:uordina_sra_n penyusunan administrasi, kebijakan pembangunan dan petunjuk teknis
pembinaan di bidang kesehatan, parisiwata, seni dan budaya, transportasi, serta sarana
perekenomian daerah;

pengkoerdinasian penyusunan administrasl kebljakan pembangunan dan petunjuk teknis
dan pembinaan di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan dan sasial masyarakat,

!"l

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Bagian Keempat

Paregrafl 4
Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Administrasi

Pasal

Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam
mengkoordinasikan Can melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan,
umuim, peralatan dan perlengkapan serta organisasi dan ketatalaksanzan dan aparatur.

Dalamn menyeienggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Asisten

Administrasi mempunyai fungsi

a. pengkoordinasian kebijakan pemerintahan daerah dan pembinaan dibidang administrasi,
keuangan, umum, peralatan dan perlengkapan;

b. pengkoordinasian kebijakan dan penyusunan pedoman petuniuk teknis di bidang
ketatalaksanaan,aparatur dan organisasi;

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan,
BAE IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan

Fasal 10

Bagian Pemerint@han mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan program, mambantu
perumusan, kebijgkan dan  penyusunan  pedoman dan  palayanan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan tata praja, otonomi daerah, pemerintahan kecamatan dan
kelurahan.




(2} Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Pemerintab -
mempunyai fungsi :

a. pengolahan urusan administrasi pemerintahan;

b, penyampaian _hahan PENYUSUNan laparan, perumusan kebljakar, penyusunan pedeman g
petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan daerah;

¢, menyiapkan bahan petimbangan dalem rangka pembinzan peranakat daerah di bidzar-
pemerintahan; '

d. pembinaan penyelenggaraan pemernintahan, otonoemi daerah serta pemerintahan kecamat:
dan kelurahan.

Paragraf 2
Bacian Hukum

Pasal 11

(1) Bagian Hukum ‘mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, membant:
perumusan keoijakan, penyusunan pedomen, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusq:
peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, bantuan hukum, dan dokumentasi hukun,

(2) Dalam menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Hukur
mempunyai fungsi : |

a. penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan
penyiapan bahan rancangan Peraturan Dasrah,

: b. penghimpunan peraturan perundang-undangan, dan melakukan dokumentasi hukum.
. mengkoordinasikan perumusan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

d. memberikan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah
Daerah atas masalah yang timbul di dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Bagian Pertanahan

Pasal 12

(1) Bagian Pertanahan mempunyai tugas pokok dan fungsl melaksznakan penyusunan program,
membantu perumusan kebijakgn dan mengxcordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan
| penyelenggaraan pemerintahan. |

I (2) Dalam menyelenggaraken tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Pertanahan
mempunyai fungsi :

a. pengolahan urusan administrasi pertanahan:
b. penelzahan dan mengevaluasi masalah perienahan yang berkaitan dengan gantirugi tanah;

€. mengkoordinasikan dan penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka penyelesaian proses
pertanahan,
Paragrafl 4
Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga
Pasal 13

1) Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuds dan' OQlah Raga mempunyai tugas pokok
merencanakan, mengkoordinasikan  dan pelaksanaan pembinaan kegiatan di bidang
pembeardayaan perempuan, Pemuda dan Olah Raga.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian
Pemberdayaan Ferempuan, Pemuda dan Olah Raga mempunyal fungs| :
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¢ pengkoarcingsian oan pemantauan pelaksanazn pemberdan bantuan di bidang pelayanan
pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga.

Paragraf 5
Bagian Pembangunan

Pasal 14

Bagian Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasiken dan
melaksanakan  pembinaan,  evaluasi, monitoring  serta  pengendalian  administras
pembangunan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dzlam ayat (1), Bagian Pembangunan
mempunyai fungsi . :

d. pengelolaan urusan administrasi pembangunan daerah:
D. pengkoordinasian dan pengumpulan bahan koordinasi tahunan pembangunan daerah;

C. pengxcordinasian pengendalian dan pembiraan administrasi pembangunan yang dibiayal
dengan APBD dan dana pembangunan lainnya;

d. pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Faragraf &
Bagian Perekonomian

Fasal 15

Bagian Pergkonomian mempunyai tugas pokok meleksanakan penyusunan program,
membantu perumusen kebijekan penyusunan pedoman, dan mengkoordinasixan pembinaan
serta memonitor perkembangan produksi daerah, sarana prasarana perekonomian, ketahanan
ekonomi daerah dan tugas - tugas lzinnya yang diberikan oleh Walikota.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam avat (1), Bagian Perekonomian
mempunyal fungsi :

a. pengelolaan urusan administrasi perekonomian daerah;
b. pengkoordinasian dan pembinaan dibidang produksi daerah;

C. pengxoordinasian dan pembinaan dibidang sarana prasarana perekonomian;
d. pengkoordinasien dan pembiaan dibidang ketahanan perskonomian.

Faraqgraf 7
Bagian Bina Sosial

Pasal 16

Bagian Bina OSosial mempunyai tugas pokok merencenakan, mengkoordinasikan dan
pelaksanaan pembinaan kegiatan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan
sOsial.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimanea dimaksud dalam ayat (1), Bagian Bina Sosial
mempunyai fungsi ;



(1)
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. pengkoodingsian serta penyiepan bahan pelaksanaan pembingan i bidang agama,
pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan sosial;

. pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan pembinaan bantuan di bidang pelayanan
kesshatan dan bantuan sosial serta penyiapan bahan pertimbangan dalam meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

Paragraf 8
Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama

Pasal 17

Bagian Penanaman Mcdal dan Kerjasama mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan,
mengkeordinasikan, pembinzan, pengawasan ¢an pengendalian dibidang Penanaman Mcdal
dan Kerjesame.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Penanaman
Modal dan Kerjasama mampunvyai fungsi :

a. perumusan/penyusunan kebijakan perencanaan pengembangan dan promosi Penanaman
Modal;

b, perumusan/penyusunan kebijakan dibidang pelayanan perizinan den pengendalian
Penanaraman Mecdal;

c. perumusan/penyusunan kebijakan dibidang kerjasama dan sistim informasi  Penanaman
Modal;

Paragraf 9
Bagian Keuangan
Pasal 18

Ragian Keuangan mempunyai tugas pokok mengendalikan, merumuskan, mengkoordinasikan
serta mengawasi penyusunan program dan administrasi keuangan daerah serta membina
administrasi keuangan Daerah sesugi dengan ketentuan peraturan yang berfaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimanzg dimaksud dalam ayal (1), Bagian Keuangan
mempunyal fungsi :

a. pengumpulan bahan, penyusunan anggaran, perubanan anggaran dan perhitungan APBD;
b. pengelclaan administrasi keuangan daerah;

c. pengujian kebenaran penagihan, penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU),
mengadakan pemeriksaan keuangen dan membina nerbendaharaan;

d. pembinaan dan bimbingan terhadap Pemegang Kas daerah.

Paragraf 10
Bagian Umurm

Pasal 19

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dan tata usaha pimpinan{ rumah
tangga cdaerah dan Kepzla Daerah, perjalanan dinas dan protokol serta sandi  dan
telekomunikasi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Umum
mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan tata usaha pimpinan;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga deerah den Kepala Daerah;
¢. pelaksanaan urusan protokol dan perjalanan dinas serla sandi dan telekomunikasi.
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Paragraf 11
Bagian Organisasi

Pasal 20

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Organisasi
mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan mengolah dan pengkoordinasien data serta menyiapkan bahan
' pembinzzn dan neratazn kalermhanaan,
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d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan, keteiglaksanaan dan pendayaqunaan
aparatur negara ¢an analisis jabatan.
Paragraf 12
Bacian Perlengkapan dan Aset Daerah

Pasal 21

(1) Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan,
mengkoardinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan program kebutuhan barang daerah,

nengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian  barang, penghapusan dan
nemeliharaan barang daereh  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
(7) Dalam menyelenggarakan tuges sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Perlengkapan

dan Asat Daerah mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan program kebutuhan barang daerah berdasarkan kebutuhan unit kerja;

b. pencaturan pengacaan berang daerah sasuai cengan peraturan yang berlaku;

c. penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian barang daerah;

d. penvelenggaraan, pemelinarean, penghapusan harang bergerak dan tidex bergerak milik
daerah;

e. pembinaan, penyusunan petunjuk dan prosedur pengacaan, pemeliharaan, pemanfaatan
dan pelaporan barang daerah.

f, penyusunan pedoman, perkembangan, evaluasi dan penilaian asset daerah.

BAB V
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB BAGIAN

Pasal 22

, Uraian tugas poxok dan fungsi Sub Bagien Crganisasi Sekretariat Daerah citetapkan dengan
| Keputusan Walikota.
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(2)

(1)

(1)

(2)

(3)

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama
Eselon

Pacal 23

Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon 11.a
Asisten Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon 11,5
Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah adalah jabatan eselon IiLa
Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah adalah jabatan eselon IV.a
3agiar Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentiarn Dalam Jabatan
Fasa! 24

Pejabal eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Walikota salzku Pejabat Pembina

I{egegawaian Dacrah setelah mendapat pertimbangan Baperiakat dan rekomendasi tertulic
dari Gubernur,

Pejedat eselon III dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

BAB VII
KELOMPOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Di lingkungan Sekretariat Daerah dapat ditempatkan Pegawai MNegeri Sipil dalam Kelompok
Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undzngan vang berlaku.

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebegien tugas Sekretariat
Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalem pasal 25 terdiri dari seiumlzh
tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagal kelompok sesuai
dengan bidang keahlian dam kebutuhan.

Pengisian dan penetapan jabaten fungsional agar mempertimbangkan kompetensi yang
dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan keuangan daerah.

Setiap kelompox sebagaimana c¢imaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional
Senior vang ditunjuk diantara Tenaga rungsional yang ada oleh Walikota dan
berianagungjawab kepede Sekretaris Daerah,

SAB VIII
PEMBIAYAAN

Mesal 2/

Keuangan can pembiayaan dari organisasi Sekretariat Daeran dialokasikan pada APBD.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAY
Pasal 28
Ketentuan mengenai organisasi dan eseion Sekretariat L
ni ditetapkan wacin berlaku sebetum diubah/digant dengar: .
Peraturan Dagrah inl.

Pasal 29
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(2) Hal-hal fain yang belum cukup diatur daiam Fe
diatur tebin janjut oleh \Waliketa,

raturan Dasrah W sepanieng pelaksanaaia

Fasai 30
4i ini mulai beriaku pada tenggal diundangkar.

yetanuinya dan memerintahkan pengundanga
Lembaran Daerah Kota Padang

F"ératuran Daer

fgar sebiap cranyg dapat men
dengan penempatannya dalam

n Peraturan Daeran ini

Ditetapkan di \Padang
pada tanggai o| Juii 2004
e,

Diundanokan i Padant
nada tanggai 9 Juli Z004

'\ Drs. H. MUCHLIS S
Permipinadik: 1, Nip. 4106005885

";:-:'"-\.
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